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PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR & TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negen
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan
pelayanan  kepada  masyvarakat perlu  meningkatkan
kesejahteraan  dalam  bentuk  Pemberian  Tambahan
Penghasilan yang proporsional,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten sarolangun, kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan

Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
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Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

8., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Sistemn Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 35),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2;

11. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarclangun (Berita
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 90);

12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Disiplin
Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olch

PL-merinlmh Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
atonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
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dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sarolangun.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sarolangun.

Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah
Kabupaten Sarolangun.

Calon Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS
Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya disingkat AFBD
adalah APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi
Pemerintah.

Jabatan Administrasi adalah kelompok jabatan vang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelavanan fungsional berdasarkan pada Keahlian dan
Keterampilan Tertentu.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnva disingkat TPP
adalah tambahan penghasilan yvang diberikan kepada PNES berdasarkan
Beban Kerja, Tempat dan Kondisi Tugas, Kelangkaan Profesi dan
Pertimbangan Objektif lainnya.

Tambahan penghasilan berdasarkan penghitungan beban kerja adalah
merupakan komponen tambahan penghasilan vang menjadi faktor
penambahan TPP vang besarannya ditentukan berdasarkan aktivitas kerja,
perilaku kerja/disiplin kerja dan penyelesaian tindak lanjut arahan Bupati.
Tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja (KBK) adalah
merupakan komponen tambahan penghasilan vang menjadi faktor
penambahan TPP vang besarannva ditentukan berdasarkan beban kerja.
Aktivitas Kerja adalah kegiatan-kegiatan vang dilakukan oleh PNS vang
berhubungan dengan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan
oleh atasan yang berhubungan dengan kedinasan,

Kinerja adalah hasil kerja vang dipakai oleh setiap pegawai dari suatu
kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan dengan
menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi.

Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan
fungsi serta kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun
pelavanan aparatur.

Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya vang diketahui atasan.
Sasaran Kerja Pegawai vang selanjutnva disingkat SKP adalah Rencana Kerja
dan Target vang akan dicapai oleh seorang PNS.

Perilaku Kerja Pegawai vang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah
laku, sikap atau tindakan vang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau tidak
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melakukan sesuatu vang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

21. lzin adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja karena alasan
keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.

22, Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS atau CPNS yang tidak masuk kerja
tanpa memberikan alasan yang sah.

23, Alasan vang sah adalah alasan yang dapat dipertanggunawahkgn ::Llarf
disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujul
atasan langsung.

24, Daftar Hadir Elektronik adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PN3
dan CPNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja secara elektronik.

925. Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi PNS dan CPNS yang _mela]mkan
Daftar Hadir Elektronik vang tidak sesuai dengan ketentuan jam masuk
bekerja vang telah ditentukan.

26. Pulang Sebelum Waktu adalah kondisi PNS dan CFNS yang melakuka_n
Daftar Hadir Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang bekerja
vang telah ditentukan.

27. Perjalanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan perjalanan
kedinasan baik di dalam maupun di luar daerah.

28. Hukuman Disiplin adalah hukuman vang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar ketentuan disiplin PNS.

29. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap
PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah
satu dasar pembayaran tunjangan kinerja.

30. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas
dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak
tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.

31. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran.

32. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat vang dinilai dengan ketentuan
serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain vang ditentukan sesua
dengan ketentuan perundang-undangan.

33. Aplikasi e-RK Online adalah aplikasi atau software vang digunakan untuk
menvusun Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai secara online
vang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

34. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan vang diberikan kepada Pegawai
berdasarkan kelas jabatan yvang dibavarkan sesuai capaian kinerja.

35. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan
berdasarkan nilai suatu jabatan.

BaB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pemberian TPP dimaksudkan dalam rangka memotivasi PNS dan CPNS dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinyva di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2] Ketentuan pemberian TPP digunakan sebagai panduan dalam menentukan
besaran tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(3] Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan
meningkatkan kinerja PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
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BARB 111
KRITERIA PEMBERIAN TPP, BESARAN PENERIMAAN TPF DAN PTPP
Bagian Kesatu
Pemberian TPP
Pasal 3

(1) TPP diberikan kepada setiap PNS dengan memperhatikan :

a. Penilaian aktivitas yang terdiri dari Aktivitas Utama, Aktivitas Tambahan,
Aktivitas Pribadi, dan Aktivitas Bawahan;

b. Nilai Capaian SKF bulanan;

c. Disiplin Pegawai; dan

d. Capaian Serapan Anggaran.

(2) Besaran Nilai TPP dihitung berdasarkan besaran Nilai Tunjangan Kinerja
(TUKIN) dan Kelebihan Beban Kerja (KBK) vang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(3) TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dalam bentuk uang vang
dibavarkan setiap bulan, sesuai dengan jumlah vang telah ditetapkan.

{4) Bagt Pegawai vang berstatus Calon PNS diberikan TPP terhitung mulai tanggal
ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat vang
berwenang.

Pasal 4

{1) Untuk mengukur besaran tunjangan kinerja sabagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 avat (2), setiap PNS dan CPNS wajib melakukan penginputan rencana
kerja, target dan capaian kerja melalui aplikasi e-RK, dan hasil
perhitungannyva merupakan hasil penilaian prestasi kerja.

{2) Pegawai yang diwajibkan melaksanakan input pada sistem e-RK terdiri dari:
Jabatan Pimpinan Tinggl Pratama setara eselon I b;
Jabatan Administrator setara eselon, [Il a dan 11l b;
Jabatan Pengawas setara eselon IV a, dan [V b;
Jabatan fungsional tenaga kesehatan;
Staf Ahli;
Kelompok Perencana;
Tim Pertimbangan Kebijakan Bupati;
Jabatan Pelaksana;
i. Jabatan Fungsional;
(3] Pegawai vang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan input sistem e-RK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
a. Jabatan Pimpinan Tinggi setara eselon 11 a;
b. Jabatan fungsional guru;
c. Pegawai yang diberhentikan sementara sebagai PNS:
d gﬂgm{ vang diperbantukan/dititipkan di luar Instansi Pemerintah
aerah;

e. PNS yang melaksanakan cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti
karena alasan penting, cuti sakit, melaksanakan MPP, dan tugas belajar;
dan

f. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama
menjalani masa penahanan.

e oes B o
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Pasal 5

Nilai tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setiap PN3
dan CPNS ditentukan berdasarkan kelas jabatan.

Pasal 6

Untuk mengukur disiplin kehadiran sabagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf ¢, setiap PNS dan CPNS wajib melakukan absensi wajah melalui aplikasi
online,

Pasal 7

(1) TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) tidak diberikan kepada:
a. PNS vang ditempatkan di RSUD Prof. Dr. HM Chatib Quzwain Kabupaten
Sarolangun;

b. PNS yang menjabat sebagai guru dan telah memperoleh tunjangan profesi
Pejabat Negara/Kepala Desa/Anggota KPU/Anggota Banwaslu/Panwaslu,
mengambil masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu atau menjalani
cuti di luar tanggungan Negara;

c. Mendapat TPP atau sebutan lainnya dari APBN atau sumber pendapatan lain

vang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali guru non
sertifikasi;

Sedang menjalani tugas belajar,

Menjalani masa persiapan pension;

Menjalankan cuti besar;

Manjalani cuti bagi PNS wanita karena persalinan atau lebih;
Menjalani cuti karena alasan pribadi penting dan mendesak;
Menjalani cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan;

j.  Pegawai vang dijatuhi hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian,
baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai PN3 dan/atau
mengajukan proses banding administratif kepada Badan Pertimbangan
Pegawai;

k. Pegawai vang dipekerjakan dan/atau diperbantukan ke instansi atau lembaga
lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;

. PNS ttipan dan instansi atau lembaga lain di luar Lingkungan Pemerintah
Daerah;

m. Pegawai vang dikenakan tahanan sementara oleh pihak vang berwajib karena
didakwa melakukan tindak pidana; dan

n. Pegawai vang sedang menjalani hukuman penjara.

F®R e R

r

Pasal B

PNS yang melaksanakan cuti diberikan TPP dengan ketentuan persentase sebagai
berikut:
a. Cuti tahunan, 100% (seratus persen) dari TPP;
Cuti alasan penting, 60% (enam puluh persen) dari TPP;
c. Cuti bersalin dengan ketentuan:
1. Persalinan pertama dan kedua, 60% (enam puluh persen) dari TPF;
2. Persalinan ketiga dan keempat, 40% (empat puluh persen) dari TPP,
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d. Cuti sakit dengan ketentuan.

1. Mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas
kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan sampal 1a sembuh
dari penyakitnya, 100% (seratus persen) dari TPP,

2. Sakit selama kurang dari 3 (tiga) hari, 100% (seratus persen) dari TPP;

3. Sakit selama 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) hari, 75% (tujuh puluh
lima peresen) dari TPP;

4. Sakit selama 15 (lima belas) hari sampai 22 (dua puluh dua) han atau 1
(satu) bulan, 60% (enam puluh persen) dari TPP atau;

5. Sakit selama kurang 1% (satu setengah) bulan karena wanita yang
mengalami gugur kandungan, 60% (enam puluh persen) dari TPP;

6. Sakit selama lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, 40%
(empat puluh persen) dan TPP; atau

7. Sakit selama lebih dari 2 {dua) sampai dengan 6 (enam) bulan, 20% [dua
puluh persen) dari TPP.

Bagian Kedua
Besaran Penerimaan TPP
Pasal 9
(1) TPP sama dengan Tukin ditambah KBK.

(2) TPP diberikan berdasarkan hasil perkalian TPP dengan hasil persentase PSKB
vang dikurangi dengan hasil persentase PTPP.

(3) Perhitungan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
rumus sebagai berikut: TPP = TPP (% P3KB-"%PTPF).
Pasal 10
Hasil PSBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2] ditetapkan berdasarkan
perhitungan sebagai berikut ;
a. Range Nilai Capaian SKP 81 s.d. 100 nilai 100 Potongan 0
Range Nilai Capaian SKP 76 s.d. 80 nilai 90 Potongan 5%
Range Nilai Capaian SKP 61 s.d. 75 nilai 80 Potongan 15%

Range Nilai Capaian SKP 51 s.d. 60 nilai 70 Potongan 25%
Range Nilai Capaian SKP <50 nilai 60 Potongan 35%

m oo o oo

Pasal 11

Hasil PTPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 avat (2) didapat berdasarkan
perhitungan persentase PTPP yaitu:

a. Tanpa potongan sama dengan Jumlah TPP dikali 40%
Potongan 3% sama dengan Hasil tanpa potongan dikali 5%
Potongan 15% sama dengan Hasil tanpa potongan dikali 15%
Potongan 25% sama dengan Hasil tanpa potongan dikali 25%
Potongan 35% sama dengan Hasil tanpa potongan dikali 35%

N PR

Bagian Ketiga
FTPFP
Pasal 12

(1) PTPP dihitung berdasarkan jumlah pelanggaran jam kerja vang diambil dari
aplikasi online vang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik dan penilaian
prestasi kerja yang diambil dari aplikasi e-Kinerja setiap bulannya.
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(2] Pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Terlambat masuk kerja:
b. Pulang kerja sebelum waktunya;
¢. Tidak masuk kerja tanpa keterangan,
d. Tidak masuk kerja dengan keterangan/izin ;
e. Tidak Mengikuti Apel Pagi dan atau Apel Gabungan; dan
f. Terjaring razia dan sidak PNS,
(3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2] adalah sebagai berikut:

a. Jam masuk kerja hari senin sampai dengan hari Jumat 07.30. Wib; dan jam
masuk kerja hari jumat 7.15 Wib

b. Jam pulang kerja hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 16.45. Wib dan jam
pulang kerja hari Jumat 11.45. Wib.

(4] Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayvat (1) meliputi:

a. Disiplin dalam menjalankan tugas setiap hari kerja dan menyelesaikan tugas
sesuail waktu vang ditentukan.

b. Prestasi kerja berdasarkan kinerja pegawai dan perilaku kenja.
Pasal 13

(1

Perhitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 ayat (2) dilakukan dengan menghitung jumlah waktu terlambat datang (TL),
Pulang sebelum waktunya (PSW), tidak masuk tanpa keterangan [TK) dan berlaku
secara kumulatif,

(2) Dalam hal jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 12
ayat (2] sebanyvak 7.5 (tujuh koma lima) jam per bulan dianggap sama dengan 1
(satu) hari tidak masuk kerja.

(3] PNS yang melanggar ketentuan jam kerja yang memenuhi akumulasi 5 (lima) hari
tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhkan hukuman Disiplin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang mengatur tentang Disiplin PNS.

(4] Bagi PNS yang tidak ikut Apel Gabungan (AG), terkena razia (RZ), dan Sidak (SD)
akan mengurangi besaran TPP yvang diberikan.

Fasal 14

{1) PTFF berdasarkan pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat (2} dinyatakan dalam bentuk % (persen) dan dihitung secara kumulatif dalam
1 (satu] bulan dengan ketentuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen),

(2) PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2)
huruf a dikenakan PTPP sebesar 1,5% per hari,

(3] PNS yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat
(2) huruf b dikenakan PTPP sebesar 1,5% per hari.

(4) PNS vang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal
12 avat (2) huruf ¢ ditetapkan PTPP sebesar 4% per hari.

(5) PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan /izin sebagaimana dimaksud pada
pasal 12 ayat (2] huruf d ditetapkan PTPP sebesar 3% per hari

{6) PNS yang tidak mengikuti apel pagi dan atau apcl gabungan tanpa
keterangan /izin dikenakan PTPP sebesar 3% setiap tidak mengikuti apel.

(7) PNS vang terjaring razia dan sidak dikenakan PTPP sebesar 5%.
(8] PN3 vang menduduki eselon wajib subuh keliling sesuai dengan jadwal.
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(9} Format PTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2] sampai dengan ayvat (5)

tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) PTPP khusus Subuh keliling sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (8) vang
ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah hadir =5 Potongan 0 %
b. Jumlah hadir 3 s.d. 4 Potongan 3 %
c. Jumlah hadir >2 Potongan 5 %

(2) Rekapitulasi Absen Subuh Keliling di keluarkan Bagian Bina Kesejahteraan
Masyarakat setda Kabupaten Sarolangun.

Pasal 16

{1} Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi:

a. [hsiplin dalam menyusun rencana, target dan capaian dalam menjalankan

tugas setiap hari kerja dan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu vang
telah ditentukan;

b. Prestasi kerja berdasarkan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja;
c. Hasil akhir penilaian prestasi kerja diambil dari aplikasi.

|2) Format penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada avat (2) tercantum
dalam lampiran II yang merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 17

(1] PNS wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yvang dibuktikan
dengan daftar hadir.

(2] Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan sebanyak 2
{dua} kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.

(3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sementara
secara manual sampai ada ketentuan lebih lanjut menggunakan daftar hadir
elektronik.

(4] Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi oleh
bagian vang menangani administrasi kepegawaian pada OPD.

{53) Kepala OPD menunjuk petugas pengisian daftar hadir dan pengadministrasian
TTP sesual kebutuhan.

{b) Petugas pengisian daftar hadir pada OPD mempunyai tugas:

a. Menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah
tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek perilaku kerja;

b. Menyusun rekapitulasi hasil daftar hadir sehingga diperoleh data jumlah
pencapaian aspek perilaku kerja;

c. Menghitung data kehadiran seluruh Pegawai secara final untuk kemudian
disampaikan kepada petugas pengadministrasian TTF; dan

d. Mengkonfirmasikan Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir dengan alasan
kedinasan.

(7] Rekapitulasi daftar hadir bulanan masuk/pulang kerja PN3 secbagaimana
dimaksud pada ayat {4) diserahkan ke bagian keuangan pengelola gaji masing-
masing OFD.
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Pasal 18
Petugas Pengadministrasian TPP mempunvai tugas:
a. Menerima rekapitulasi laporan kinerja pegawai, dengan membuat tanda terima

penyerahan laporan sebagai dasar perhitungan instrumen aspek prestasi
kerja;

b. Mengambil data laporan kehadiran pegawal dari petugas pengisian daftar
hadir sebagai bahan dasar perhitungan aspek perilaku kerja;

c. Menyvusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek perilaku kerja
mingguan dan bulanan pegawai tingkat OPD untuk diserahkan kepada kepala
SKPD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 19

(1) PNS dinvatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud
pada pasal 13 avat (1) apabila yvang bersangkutan dapat membuktikan dengan
surat keterangan dan permohonan izin vang terdiri atas;

a. Surat keterangan atasan langsung bagi PNS yvang tidak berada di tempat
tugas tanpa alasan vang sah;

b. Surat permohonan izin;
c. Surat keterangan penugasan;
d. Surat izin keluar kantor pada jam kerja.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib disampaikan kepada pejabat
vang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima] hari kerja setelah tanggal
terjadinya ketidak-hadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum
waktunya, dan/atau tidak berada di tempat tugas.

(3] Surat sabagaimana dimaksud pada ayat (1) vang disampaikan lebih dar 5
{lima) hari kerja dinvatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.

(4) Format surat keterangan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a, huruf b huruf ¢ dan huruf d tercantum dalam lampiran 111
vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) PNS wang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat dikenakan
pengurangan berdasarkan keputusan Tim Penjatuhan Sanksi Disiplin PNS.

(2] TPP bagi PNS vang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak penetapan keputusan
penjatuhan hukuman disiplin.

BAB IV
ALOKAS] ANGOARAN
Pasal 21
{1} TPP dianggarkan pada APBD;

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalun Dokumen
Pelaksanan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD).

BAB V
CARA PEMBAYARAN
Pasal 22

(1) TPP dibavarkan setiap bulannya dan masa kinerja dan dikenakan pajak
penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
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Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pemhaya_aran TF‘E

melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesual

dengan prosedur yang berlaku.

Permintaan Pembayaran TPP digjukan dengan:

a. Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS3) I:'_Hlﬂlh Penanggung
Jawab melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-msing Perangkat
Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:

1. Daftar Rekapitulasi Pemotongan kehadiran.
2. Daftar rekapitulasi Pemotongan Tunjangan Kinerja.

3. Daftar rekapitulasi total TPP yang telah disahkan oleh Pejabat
Penanggung Jawab.

. Lembaran Penilaian Sasaran Kerja Bulanan.
. Surat Pernvataan Tanggung Jawab Mutlak.
. Surat Izin Cuti (jika ada).

_Surat Keputusan kepala OPD tentang penetapan nama-nama penerima
TPP.

b. Lembaran Penilaian Sasaran Kerja Bulanan untuk Pimpinan Tinggi
Pratama disahkan oleh Sekretaris daerah, sedangkan Lembaran Penilaian
Sasaran Kerja Bulanan untuk Badan, Dinas, Sekretariat DPRD dan
Kantor/Satuan disahkan oleh Atasan langsungdan pada Inspektorat
disahkan oleh Inspektur;

¢. Format semua daftar pada poin a.l, a.2 dan a.3 sehﬂﬁgaimana tercantum
pada Lampiran [V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupat ini;

=] & h

d. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum
pada lampiran V merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V1

PENGELOLAAN DATA
Bagian Kesatu

Pengelolaan Data

Pasal 23

Pengelolaan data TPP pada OPD dilaksanakan oleh Satuan Kerja vang

menangani urusan Bidang Kepegawaian,

Kepala OPD menunjuk operator aplikasi daftar hadir elektronik dan

Pengadministrasian TPP sesua kebutuhan.

Operator aplikasi alat/mesin daftar hadir elektronik pada OPD mempunyai

tugas:

a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah
tugas lainnyva sebagail bahan perhitungan capaian aspek perilaku kerja;

b. menyusun rekapitulasi hasil unit mesin daftar hadir elektronik sehingga
diperoleh data jumlah pencapaian aspek perilaku kerja;

c. menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final untuk kemudian
disampaikan kepada Petugas Pengadministrasian TPP; dan

d. mengkonfirmasi pegawai vang tidak melakukan daftar hadir elektronik
karena alasan kedinasan.
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(4) Pengadministrasian TPP mempunyai tugas:

a. menerima rekapitulasi Laporan Kinerja Pegawai, dengan membuat tanda
terima penverahan laporan sebagai dasar perhitungan instrumen aspek
prestasi kerja;

b. mengambil data laporan kehadiran pegawai dari petugas operator
alat/mesin daftar hadir elektronik sebagai dasar perhitungan aspek perilaku
kerja;

¢, menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek perilaku kera
bulanan pegawai tingkat OPD untuk disahkan Kepala OPD;

d. mengajukan Surat Perintah Membayar TPP ke Tim Verifikasi untuk diproses
lebih lanjut, dan

e. membayarkan TPP kepada setiap pegawal.

BAB VII
PENGINPUTAN BAHAN TPP
Bagian Kesatu
Data Sasaran Kerja Bulanan
Pasal 24

(1) Setiap pegawai wajib membuat laporan kinerja bulanan dengan format
sebagaimana tercantum dalam Aplikasi e-RK Online.

{2} Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap
bulan kepada atasan langsung untuk dilakukan penilaian dan bersifat final.

{3) Jika atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian laporan kinerja
pegawai dengan alasan tertentu, maka penilai disampaikan kepada atasan
langsung pejabat penilai atau Kepala OPD /Unit Kerja OPD.

(4) Penilaian atas laporan kinerja Kepala OPD/Unit Kerja OPD dilakukan oleh
Asisten Sekretaris Daerah.

(5] Penilaian atas laporan kinerja Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
dilakukan oleh Sekretans Daerah.

(6) Penilaian atas laporan kinerja Sekretaris Daerah dilakukan secara Self
Assesment.

Pasal 25

(1) Setiap pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakan
alat /mesin daftar hadir elektronik pada masing-masing unit kerja.

(2] Kewajiban untuk melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakan
alat/mesin daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada avat (1) tdak
berlaku pada pegawai vang melaksanakan tugas belajar, atau ditugaskan
secara tetap di lapangan vang tidak memungkinkan untuk melaksanakan
absensi pada OPD tempat tugas sehingga diberikan dispensasi tetap tidak
melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakan daftar hadir
elektronik pada masa penugasan.

(3) OPD wvang belum mempergunakan aplikasi absensi online, Print Out Daftar
Hadir Elektronik diserahkan kepada Tim Verifikasi untuk diteliti sebagai dasar
pembavaran TPP selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya.

(4] Apabila mesin daftar hadir elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan
teknis, maka Kepala OPD/Unit Kerja OPD membuat berita acara kerusakan
mesin Daftar Hadir Elektronik dan melampirkan daftar hadir pegawai secara
tertulis.
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Pasal 26

(1} Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun lua.lr
daerah harus dibuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat laporan hasﬂl
penugasan sebagai pengganti laporan kerja harian untuk memenuhi
instrumen prestasi kerja pegawai.

(2] Pegawai yang melaksanakan tugas perjalanan dinas sebagaimana dimakauFi
pada avat (1) dianggap hadir walaupun tidak mengisi mesin daftar hadir
elektronik.

Pasal 27
(1} Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, OPD/Unit Kerja OPD berwenang;

a. menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan dan disampaikan
kepada Tim Verifikasi paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya
untuk diverifikasi;

b. hasil venfikasi dari Tim Verifikasi atas data kehadiran dikembalikan pada
OPD/Unit Kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil verifikasi
diterima; dan

c. Kepala OPD/Unit Kerja OPD bertanggungjawab terhadap pengelolaan data
kehadiran pegawainya dan pemeliharaan alat/mesin daftar hadir
elektronik serta aplikasinva.

{2) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, Tim Verifikasi memiliki tugas dan
kewenangan:

a. melakukan verifikasi atas rekapitulasi kehadiran vang disampaikan oleh
OFD/Unit Kerja OPD;

b. menggunakan data kehadiran pegawai yvang dunput oleh OPD/Unit Kerja
OPD untuk kepentingan pembinaan kepegawaian; dan

¢. memiasilitasi pengelolaan data kehadiran OPD/Unit Kerja OFPD jika terjadi

permasalahan data antara rekapitulasi vang dibuat oleh OFPD/Unit Kerja
dengan data server SKP Online.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 28

(1) Atasan langsung secara berjen;
. jang melakukan NEAWASAN
penyelesaian SKP oleh bawahan. ra erhadap
(2} Pej_ahat vang membidangi }{epegawajan pada masing-masing OPD, dan/atau
Unit kerja dapat memberikan rekomendasi penilaian disiplin PNS kepada
atasan langsungnya apabila diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,.

(3) Insp&]-;tprat Daerah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap proses
pemberian dan pembayaran TPP secara rutin, berkala, dan/atau khusus.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 29

(1) I{ehijalkan pemberian TPP vang diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2} Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling sedikit meliputi:

a. Besar tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah;

b. Mekanisme pembavaran;

¢. Pelaksanaan pembavaran:

d. Kebenaran usulan pemberian tambahan penghasilan Pegawai; dan
e. Indikator perhitungan tambahan penghasilan Pegawai.

(3] Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil
pengukuran kinerja dan penandatangani pengaduan dari pegawai yang dinilai
maupun Pejabat vang dinilai dibentuk tim pengawasan dan evaluasi vang
dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(4] Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dari:

a. Badan Kpegegawaia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sarolangun;

Inspektorat Kabupaten Sarolangun;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;

d. Unit kerja/bagian yang menangani urusan kepegawaian pada masing-
masing OPD,

£

BAB IX
SANKSI]
Pasal 30

(1) Pejabat penilai vang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi
terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kerja
pegawal dibenkan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 25% [dua puluh
lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnva.

(2] Pejabat Penilai vang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai
kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan
tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP pada
bulan berikutnya.

Pasal 32

(1) Terhadap PNS vang mengalami mutasi ke OPD/Unit kerja lain, maka
pemberian TPP diberikan pada SKPD/Unit kerja tempat tugas vang baru.

2] Apabila pada OPD/Unit kerja tempat tugas yvang baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan
setelah tersedianva anggaran.

{3} TPP terhadap PNS pindah dari instansi lain ke pemerintah Daerah, diberikan
TPP terhitung 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Pasal 33

(1) Terhadap PNS yvang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas
(Plt}, maka vang bersangkutan berhak diberikan TPP yang paling tinggi dari
jabatan vang menjadi tanggung jawabnya.

(2] PNS sebagaimana dimaksud pada avat (1) melampirkan Surat Perintah Tugas
vang disetujui dan ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah,
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2018 tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku,

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun,

Ditetapkan di Sarcolangun
pada tanggal @ Jentar) 2019
BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal & Maowary 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUFATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR &



LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TANGGAL 2 Jaual) 2019
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUFPATEN

(IWINUT PERATUREN BUPAT1)

PENGHASILAN

SAROLANGUN.
TABEL FENGURANGAN TPP
KOMPONEN ! MNILAI
M PENGURANGAN | KETERANGAN
HARI WAKTU JHARI * TPP
Ll1L 7.31 8.0, 8.00 0,50% TL= Terlambat
| TL 2 8.01 5D, 830 1%%
1 TL 2 == 831 50 801 L. 50F%
2 PEW1 Senin-kKamis 15.46 3.? = 15,45 3, 30%
P Jumat 1101 sd = 1145 0, 50%
PEW3 Senin-Kamis 15.16 s.d < 15.45 1%

- PSW4 Jumat 10,31 s.d < 11.01 1% i
- Senin-Kamis 14,45 5. ‘clﬁ 15 1,25% Pui Siuani o
PSWE Jumat 10.01 s.d < 10.31 1.25% Sehelum
PEWT Senin-Kamis | <00.31 dan/atau tdak 1,50% Waktu

mengisi daftar hadic
pulang bekerja
PEWE Jidmat = 10,01 dan fatay tidak 1,50%0
mengisi daftara hadir
pulang bekerja
3 | Tidak Masuk kerja Tanpa Keterangan 4,00%
4 | Tidak masuk kerja dengan keterangan 30056
| 5 | PNS yang tidak mengikuti apel pagl dan atau apel
gabungan tanpa keterangan/izin %
B | PHS yvang terjaring razia dan sidalk
5%
7 | subuh keliling dalam satu o kali 0%,
Bulan :
3 sd. 4 kali 3%
kurang dari 2 kali 59,
8 | Cuti Tahunan Dibayar penuh
g | Cuti Ala Penti
u san u.j:g i
18 | Cuti bersalin Anak pertama dan Kedua 60%
Anak ketiga dan
selerusnya 4% !
11 | Cuti Salkit Mengalami kecelakasn Dibayar penuh |
dalam dan oleh karens
menjalankan tugas
kewajibannya schingga ia
perlu mendapat
perawatan sampai ia
sembuh dari penyakitnya
kurang dari 3 hari Dibayar penuh
'selama 3 hari s.d. 14 hari | o5
| selama 15 hari s.d. 22
hari/ 1 bulan 60%
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MILAI
PENGURANGAN
{HARI * TPP

selamea kurang 1'% (satu
setengah) bulan karena wanita
yang mengalami gugur
kandungan,

selama 1 s.d. 2 bulan

il i

T BlFe

KETERANCGAN

4%

lehik dari 2 bulan

20%

fzin terlambar datang karena melaksanakan tugas
dinasan dan dibuktikan dengan surat Tugas atad memao
dari atasan langsung vang bersanglkutan, kermudian
diketahui oleh pejabat organisasi | tempat bertugas atau
disusulkan kemudian vang sifatnya mendesak,

Dltuaj':a} penuh

13

Izin terlambat datang karena Karena terkait dengan
masalah sosial vang sifatnya darurat paling banyak 3
itiga) kali dalam satu bulan, seperti; mengurus keluarga
dan famili atau kerabat delat Mtetangea deleat vang
mengalami musitah Kecelakaan atau meninggal dunia
[emergency] vang zinnva harus disusulkan kemudian
dari Kepala Unit Kerja yang bersanglutan.

Dibayar penuh

13

—=

[zin cepal pulang karena melaksanakan tugas vang
diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor
hahis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung
yvang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat
atay organisasi tempat berurusan,

Dibayar penuh

lzin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait
dengan masalah sosial vang sifatnva darurat paling
banvak 3 [Hga) kali dalam satu bulan, sepertl: menguros
keluarga dan famili/kerabat dekat / tetangga dekat yang
mengalami musibah kecelakaan, sakit keras/ meninggal
dunia, izslinnya harus diosulkan kemudian hari dari
kepala unit kerja yang bersanghkutan.

Dibayar penuh

16

[zin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi
pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti
acara PEE, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah
dibuktikan dengan adanya undangan
resmi,kehadirannyva diketahui oleh pejabat acan
pengurus yang mengundang,

Dibayar penuh

17

Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak hadir
(berlaku nomor urut 4 di atas)

18

Sakit dengan surat pemberitahuan (jika sakit kurang
dari 3 hari dilengkapi dengan surat keterangan dokter),

19

Sakit dengan surat pemberitahuan (jika sakit kurang

 dari 4 hari tanpa dilengkapi dengan  surat keterangan
| dokter berlaku nomor urut 4 di atasj.

20 |

Dibayar penuh

Tugas Belajar (tubel)

21

Tidak dibavar

Tugas Belajar Sudah Habis Masa Waktunya Tidak Tidak

Tidak dibayar

/
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BUPATI SAROLANGUN.

CERK ENDRA
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LAMPIRAN [I PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 12 TAHUN 2019
TANGGAL 2o Jawuvap) 2019
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN.

LEMBARAN PENILAIAN SASARAN KERJA BULANAN

PEJABAT PENILAI B | PNS YANG DINILAI
Nama : Nama
NIP ; NIP '
. Pangkat /Gol. Ruang Pangkat /Gol. Euang‘
Jabatan : Jabatan
[ Unit Drgamsa_,a_l______:__ Unit Organisasi
No — Tugas/uraian Penjabaran Tupoksi
RATA-RATA PENILAIAN BEBAN KERJA
Sarolangun............
PNS vang dinilai Pejabat Penilai
Nama Nama
Pangkat Pangkat
NIP NIP.
~FLAH DITEILYT) KEBENARANM 1 4 BUPATI SAROLANGUN,

——

CER ENDRA




WIRUT PERATURKN BUPAT]]

LAMPIRAN 11l PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOE 1\ TAHUN 2019
TANGGAL 7 danvreany 2019
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN.

Format Surat Keterangan dan Permohonan lzin

1. Surat Permohonan lzin

LR N IZIN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

Unit Kerja

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk bekerja/izin pulang
sebelum waktunya/pemberitahuan terlambat masuk bekerja
selama........hari/jam/menit. Pada hari....... Tanggal........dengan alasan,
yaitu.........

Demikian disampaikan kiranyva menjadi maklum.

Menvetujui/tidak menyetujui

Pejabat vang berwenang Hormat Saya
MNama Nama

M1P..... NIP........
Keterangan:

a. Coret yang tidak perlu
b. Pejabat yang berwenang sesui dengan peraturan

2. Surat Izin keluar kantor pada jam Kerja

SURAT IZIN KELUAR KANTOR PADA JAM KER.JA

Yang bertanda tangan dibawah ini, memberikan izin kepada :
Nama 2

NIP

Jabatan

Pamgkat/Golongan

Unit kerja



(MINUT PERATIIREN BuPAll)

EH.F{'JIE.T'Igun

201...
(atasan langsung)

Nama
NIP

BUPATI SARQLANGUN,

L=

CEK ENDRA




(MINUT PERATURSN BUPATI]

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 12  TAHUN 2019
TANGGAL 2 Jdarvuapy 2019
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUFPATEN SAROLANGUN.

DAFTAR REKAFITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAIL

FORMULIR 1 PEMOTONGAN
KEHADIRAN
BULAM :
LIMIT EERLA
POTONGAN KARENA JAM KERIA (% PEMOTONGAN X TFR) _ POTOMGAN LA [% PEMOTONGAN 1 TFP
NAMA dary TEELAMBAT [TL} PULANG SEBELUM WAKTUNYA (P5W) _ CLITISARTT ——
WO il I e . rlP[rle[PlP[P[P blcnie I ey Il o | Ll POTONGAN
pegawal | TL| . | o | o ) B sl 4 B 0 s ALBA | N | Pagli | U | ALASAN (BERSAUM BERSAUN| 3- | 15- 15 |z | sz [mesan] O™ | oNs
2 | 3 | wiw | W wlwlw w| w|TOTAL v PENTING | 12 4 F;";RI Hizm BULAN BULAN BULAN
I z 3|4 |56 T| B _—
1 2 3 |als]a| 7[> [-a 10 {11 h2 a3 ha %15 16 | 17 | 18 12 o | =2 "NEREREE % |z |2 [ 2 |2 | n 2
1 | | B _
: ] 1]
s i . I |
TOTAL FUMLAH DITERIMA
KETERANGAN: R S R PR
1  Momor Kolom 2 Nama dan NIP pegawai
2  MNomor Koelom 3 tanggal kejadian
3  MNomor kolom 4 TL.1 masuk kerja dan terlambat dengan ketentuan jam kecjal
4  Nomor kolom 5 TL.2 masuk kerja dan terlambat dengan ketentuan jam kerja I Wi
5 MNomor kolom 6 TL.3 masuk kerja dan terlambat dengan ketentuan jam kerja 11
B Nomor kolom 7 penjumlahan dari nomor 4+5+6



.+

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Momor Kolom 8 s/d 15 pulang sebelum jam kerja

kolom nomor 16 penjumlahan dard koloim B+9+10+11+12+13+14+15
kolom nomor 1T Alpa 1Ti:1ah: Masuk Kerja lanpa Kelterangan)
Kolom nemor 18 lzin [tidak Masuk Kerja dengan Keterangan)
Kolom nomor 19 tidal: Ikut Apel Pagi /Gabungan

kKolom nomor 20 Kena Razia

Kolom nomor 21 Cut Alasan Penting

Kolom nomor 22 Cutd bersalin anak pertama dan kedua
Kolom nomor 23 Cuti bersalin anak ketiga dan keempat
Kolom nomor 24 5/d 28 Cuti Sakit

Kolom nomor 29 Cull Besar (Haf, Umroh)

Kolom nomor 30 CLTH | Cuti diluar Tanggungan Negara)
Kolom nomor 31 CPNS dibayarkan 80%

Kalom namor 32 jumlah potongan dari kolom 7+16+ 17+ 18++ 19+20+2 1+ 22+ 23+24+ 35+ 26+ 2T+28+29+30+31

(MNUT PERATIREN BUPEV)



FORMULIR 2 PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA DAN BEBAN KERJA

(MINUT PERATUREN BUPTI)

BULAN
UNIT KERJA
| .' TUNJANGAN KEHADIRAN SASARAN KERIA BULANAN ) |
NAMA TAMBAHAN T T JUMLAH
Mo (PEGAWAI o ooy busanasibic ool mimicissnng | TOTAL |\ |PROSENTASI JUMLAH PRODUK| | o o | TOTAL | JUMLAH | TANDA
SESLIAI SK it 60% POTONGAN | . |POTONGAN POTONGAN| 40% | TIVITAS | oo | POTONGAN DITERIMA TANGAN
PNS TUKIN  TOTAL KEHADIRAN (%) KONVERSI (40%)
KERIA TAS
10 . 15 o
= I =49
9= 12=11x 14=10* | 18= 19=0-
1 2 34 5 6 [ 7|8 | g e;: 1 0 13 100 | 16 17 sisiaas “in 20
| |
. x9 * =i -
1 - L
| 2 | S = 2
Ds
|t L1 —
JUMLAH TPP YANG DITERIMA -
[ 10 T e



(MINUT PERATURAN BUP AT

Keterangan

1. Nomor kolom 1 s/d 5 Data Pegawai 11. Kolom nomor 15 Perkalian kolom 9 *40%%
2.  Nomor kolom 6 kelas jabatan 12. Kolom nomor 16 sama dengan kolom 15
3.  Nomor kolom 7 Tukin (tunjangan Kinerja) 13. Kolom nomeor 17 sama dengan kolom 11
4. Nomor kolom B Beban Kerja 14, Kolom nomor 18 penjumlahan kolom 11+14+17
5. Nomor kolom 9 penjumlahan dari kolom 7 +8 15. Kolom nomor 19 pengurangan kolom 9-18
6. Nomor kolom 10 60% dari kolom 9 16, Kolom nomor 20 tanda

7.  Nomor kolom 11 diambil dari formulir 1 kolom 31

8. Kolom nomor 12 perkalian kolom 10* 11

9. Kolom nomor 13 nilai capaian kinerja dari SKB

10, Keolom nomor 14 perkalian 10 * 13/100

FORMULIR TOTAL TPP

LIMIT KERJA
T 1
MAM A MAMA 1ABATAM SUBLH KELILING
N | PEGAWAI SESLIAI MAMA | NOMOR NP | eoL = PP T PP POTOMGAMN | JUMLAH TAMDA
% sesual rEkenme| BANK | REKENING | santa | ieiaz TOTAL | PERSENTASE | IUMLAH SELETAH PPH21 | DITERIMA | TANGAN
| SK PMS_ B i SEBULAN | POTONGAN F‘DiﬂN(?AN | DIPOTONG
| 1
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 | 12 12 14 15 16 17
1 = E i 1
—_ —
2 | 2
3 ] Dsh_- — p— = e —
|
|
i L
= JUMLAH TUKIN YANG DITERIMA - 0




KETERAMGAN

®ND G W

Nomor kolom 1 s/d 9 Data Pegawai

Nomor kolom 10 kolom 19 dar formulir 2

Momor kolom 11 Total sublin salama sata bulan TPP

Nomor kolom 12 persentase >=5; maka (0%, >=3; 3%, =2: 5%
Nomor kolom 13 perkalian kolom 10 dengan kolom 12
Nomor kolom 14 pengurangan kolom 10 dengan kolom 13
Nomor kolom 15 perkalian kolom 14 dengan PPH 21

Nomor kolom 16 pengurangan kolom 14 dengan kolom 15

| MINUE PERATIRON BUPAT))

Kepala

TR e S .

BUPATI SARQLANGUN,

—

CEK ENDRA



[WINUT PERATUREN BUP AT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 2 Tahun 2019
TANGGAL 7 \snusp 2019
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN.,

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan : Penguna Anggaran /Kuasa Penguna Anggaran...............

Menvatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-L3} Nomor @ .......... tanggal
......... untuk pembavaran ............ sebesar Bp. ........... [..... terbilang ...........)

telah dihitung dengan benar berdasarkan dokumen pEIaks.anaan anggaran dan
dokumen pendukung lainnyva.

2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran, sebagaimana vang
dimaksud pada poin 1 (satu), kami bertanggungjawab dan bersedia untuk menyetor
kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah,

3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas disimpan di OPD

...... sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan BPK dan/atau aparatur pengawas fungsional lainnya.

Sarolangun, 201...

Jabatan.. ;
Kahupaten Sarnlﬂngun

L mn m»ﬁ ITI KEBENARANY %- BUPATI SAROLANGUN

ey é
\ ——

HMAD NASRHI, 5H |
AIP. 19571140 190702 | CEK ENDRA




